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Abstrak

Meningkatnya integrasi bukti digital dalam proses litigasi perdata di Indonesia mencerminkan
pergeseran penting menuju modernisasi sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai
efektivitas penggunaan bukti digital dalam proses pembuktian perkara perdata melalui analisis
terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan pakar hukum, dan telaah regulasi yang
berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan terhadap bukti digital
semakin luas, masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait autentikasi, kapasitas teknis
praktisi hukum, dan ketiadaan prosedur standar yang seragam. Perkembangan regulatif seperti
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 telah memperkuat legitimasi hukum
bukti digital. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa ketidakkonsistenan
penilaian di pengadilan dan keterbatasan kemampuan forensik digital. Penelitian ini
menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standardisasi prosedur
pembuktian, dan penguatan infrastruktur teknologi hukum. Temuan ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi reformasi hukum acara perdata menuju sistem pembuktian yang
lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Bukti Digital, Pembuktian Perdata, Autentikasi Elektronik
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1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan
masyarakat, termasuk dalam praktik hukum (Bhatt et al., 2024). Perkembangan teknologi informasi
tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi dan bertransaksi, tetapi juga menuntut sistem hukum
untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru berbasis data dan komunikasi elektronik (Mir et al.,
2023). Digitalisasi dokumen, kontrak daring, dan transaksi berbasis internet mendorong perlunya
mekanisme pembuktian yang mampu mengakomodasi bentuk bukti elektronik (Javaid et al., 2024).
Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, kebutuhan ini semakin mendesak karena sistem yang
ada masih berlandaskan paradigma konvensional yang lebih menekankan bukti fisik dan tertulis

(Reddy & Sasidharan, 2023).

Sebagai salah satu elemen utama dalam proses peradilan, pembuktian memiliki peran vital untuk
meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan para pihak (Chalmers et al., 2022). Namun,
munculnya bukti digital telah mengubah lanskap tersebut secara signifikan. Instrumen pembuktian
tradisional seperti dokumen tertulis, saksi, dan pengakuan kini harus berhadapan dengan data digital
yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi bentuk, sumber, maupun cara verifikasinya
(Bladini et al., 2023). Perubahan ini menuntut penyesuaian hukum acara, khususnya terkait
mekanisme penerimaan, penilaian keabsahan, serta autentikasi bukti elektronik (Delfino, 2022).
Meskipun regulasi seperti (Undang-Undang Nomor 11, 2008) tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan Peraturan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) telah memberikan

landasan normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya.

Tren empiris menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan bukti digital dalam perkara perdata.
Berdasarkan laporan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023), hampir sepertiga perkara perdata
yang disidangkan di pengadilan besar pada tahun 2023 melibatkan bukti elektronik, baik berupa surel,
percakapan digital, maupun dokumen berbasis cloud. Namun demikian, tingkat penerimaan terhadap
bukti tersebut belum seragam (Grossman et al., 2023). Banyak hakim dan praktisi hukum masih
menghadapi kesulitan dalam menilai keaslian data digital, terutama ketika bukti tidak dilengkapi tanda
tangan elektronik tersertifikasi atau metadata yang valid (R. Stoykova, 2023). Kondisi ini menegaskan
bahwa kendala utama tidak hanya terletak pada pengakuan hukum terhadap bukti digital, tetapi juga

pada efektivitas penerapannya dalam sistem pembuktian yang masih konvensional (Lin, 2023).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya teknis dan minimnya
pedoman operasional di tingkat pengadilan (Okpara et al., 2023). Tidak semua aparat peradilan
memiliki kemampuan forensik digital atau akses terhadap sarana verifikasi yang memadai. Akibatnya,
proses penilaian bukti sering bergantung pada interpretasi subjektif hakim tanpa standar teknis yang
seragam (Ulbricht et al., 2022). Kesenjangan antara kerangka hukum dan kemampuan teknis ini
menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan, sekaligus menghambat upaya mewujudkan asas

kepastian hukum dan keadilan substantif di era digital (Banasik et al., 2022).
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Kajian akademik terdahulu menunjukkan bahwa isu electronic evidence telah menjadi topik penting di
berbagai yurisdiksi, tetapi pendekatan yang digunakan masih terfragmentasi. (Yaacoub et al., 2022)
menekankan pentingnya prinsip autentisitas dan integritas dalam penilaian bukti digital, sementara
(Khan et al., 2023) mengusulkan penerapan teknologi blockchain untuk memastikan keaslian data
elektronik. Di Indonesia, (Latifiani et al., 2022) menyoroti perlunya rekonstruksi budaya hukum e-
court agar lebih responsif terhadap pembuktian elektronik, sedangkan (Losari, 2024) mengidentifikasi
perbedaan mendasar dalam peran hakim antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Meskipun
beragam, studi-studi tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif dan belum menyentuh dimensi

teknis serta empiris yang menentukan efektivitas penerapan di pengadilan (R. A. A. Stoykova, 2024).

Lebih jauh, penelitian perbandingan oleh (Yudho Taruno Muryanto, 2022) memperlihatkan bahwa
sistem hukum Amerika Serikat melalui Federal Rules of Evidence telah menyediakan standar
pembuktian elektronik yang jauh lebih progresif dan terukur dibandingkan Indonesia. Di sisi lain,
(Rojszczak, 2022) serta (Singh & Kumar, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
digital evidence bergantung pada kesiapan teknis aparat penegak hukum, termasuk hakim, advokat,
dan ahli forensik digital. Dengan demikian, efektivitas bukti digital bukan hanya perihal regulasi,
melainkan juga hasil dari interaksi antara kerangka hukum, kompetensi manusia, dan dukungan

infrastruktur teknologi (Sachoulidou, 2023).

Meskipun berbagai studi tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan
konseptual dan praktis dalam konteks Indonesia (Shih, 2024). Hingga kini belum tersedia model
integratif yang menghubungkan aspek yuridis, teknis, dan empiris dalam menilai efektivitas
penggunaan bukti digital di ranah hukum perdata. Ketidakharmonisan antara aturan hukum,
keterbatasan kapasitas teknis, serta variasi interpretasi antarhakim menunjukkan adanya kebutuhan
mendesak untuk mengkaji ulang efektivitas penerapan bukti digital dalam sistem pembuktian nasional

(Alenjareghi et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penelitian (research problem) dirumuskan dalam
pertanyaan utama: sejauh mana sistem hukum acara perdata Indonesia mampu mengakomodasi
penggunaan bukti digital secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan? Pertanyaan ini
mencakup tiga isu pokok, yaitu ketidaksinkronan antara norma dan praktik, keterbatasan kompetensi
teknis para pelaku peradilan, serta ketiadaan standar autentikasi dan prosedur verifikasi bukti digital

yang seragam.

Selaras dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini (research objectives) adalah menganalisis
efektivitas penggunaan bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di Indonesia dengan
pendekatan yang komprehensif dan integratif. Penelitian ini diarahkan untuk: (1) mengevaluasi
kesesuaian kerangka hukum nasional dengan praktik pembuktian elektronik di pengadilan, (2)

mengidentifikasi faktor-faktor prosedural dan teknis yang memengaruhi penerimaan bukti digital,
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serta (3) merumuskan rekomendasi konseptual bagi penguatan mekanisme pembuktian digital yang

berlandaskan asas keadilan dan kepastian hukum.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap
reformasi hukum acara perdata di Indonesia. Peralihan menuju sistem pembuktian yang responsif
terhadap bukti digital bukan sekadar konsekuensi perkembangan teknologi, melainkan kebutuhan
hukum untuk menjamin keadilan yang relevan dengan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya
menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik dengan menawarkan model konseptual integrasi

electronic evidence yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan ini
didasarkan pada tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan bukti digital dalam
pembuktian perkara perdata. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap
praktik hukum, dinamika persidangan, serta persepsi para pihak terhadap efektivitas bukti digital,
tanpa dibatasi oleh kerangka statistik kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan pada interpretasi makna,

proses, serta konteks penggunaan bukti elektronik di lingkungan peradilan perdata Indonesia.
B.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas studi dokumen dan
wawancara. Studi dokumen dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan perdata yang memuat
penggunaan bukti digital secara signifikan. Sumber data berupa putusan Mahkamah Agung, putusan
pengadilan negeri, serta dokumen persidangan seperti berita acara, surat elektronik, dan lampiran bukti
digital lainnya. Pemilihan putusan dilakukan secara purposive dengan kriteria: perkara perdata yang
diputus antara tahun 2018 hingga 2024, terdapat penggunaan bukti digital sebagai bagian utama dari
pembuktian, dan putusan tersebut tersedia dalam akses publik atau dapat diperoleh melalui jalur resmi.
Jumlah putusan yang dianalisis berjumlah 15 kasus untuk memastikan keberagaman jenis perkara dan

kompleksitas penggunaan bukti digital.

Selain itu, wawancara dilakukan dengan melibatkan praktisi hukum yang relevan, yaitu hakim perdata,
jaksa pengacara negara, advokat, dan ahli forensik digital. Responden dipilih menggunakan teknik
purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman minimal lima tahun menangani perkara
perdata yang melibatkan bukti digital; (2) aktif di wilayah hukum Jakarta, Surabaya, dan Semarang
yang merepresentasikan keragaman praktik peradilan; dan (3) bersedia memberikan informasi
berdasarkan pengalaman profesionalnya. Pemilihan kriteria ini bertujuan untuk memastikan
kedalaman informasi dan keberagaman pandangan dari tiap kelompok profesi hukum yang berperan

dalam proses pembuktian.
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Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali
informasi yang lebih kaya, namun tetap berpedoman pada pokok bahasan utama seperti validitas bukti
elektronik, prosedur penerimaan bukti, serta tantangan hukum dan teknis yang dihadapi dalam

persidangan.
C. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis diawali dengan
transkripsi wawancara secara verbatim dan ekstraksi data kunci dari dokumen putusan. Selanjutnya
dilakukan open coding untuk mengidentifikasi kategori-kategori awal berdasarkan kemunculan tema
dari data empiris. Setelah itu, tema-tema dikembangkan dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan
pola, perbedaan penting, dan hubungan konseptual dengan kerangka teori pembuktian perkara perdata.
Data yang diperoleh dari dokumen dan wawancara dibandingkan satu sama lain melalui teknik
triangulasi sumber untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas temuan. Interpretasi dilakukan
secara induktif dengan mempertimbangkan konteks hukum nasional Indonesia, dinamika teknologi

informasi, dan perkembangan hukum acara perdata terkait bukti elektronik.
D. Indikator Efektivitas

Efektivitas penggunaan bukti digital diukur berdasarkan beberapa indikator yang dirumuskan dari
tinjauan literatur dan temuan awal dalam studi dokumen. Indikator tersebut mencakup tingkat
penerimaan bukti digital oleh hakim, kontribusi bukti digital dalam menguatkan atau melemahkan
dalil hukum para pihak, keandalan teknis bukti yang diajukan, serta persepsi para praktisi hukum
terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian bukti digital. Indikator ini digunakan untuk
mengevaluasi apakah bukti digital mampu memenuhi prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara

perdata, yaitu prinsip autentisitas, keabsahan, dan relevansi.
E. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dimulai pada bulan November 2024 hingga
April 2025. Pada bulan pertama, dilakukan identifikasi dan pengumpulan putusan yang relevan serta
penyusunan panduan wawancara. Bulan kedua dan ketiga difokuskan pada proses pengumpulan data
melalui studi dokumen dan pelaksanaan wawancara dengan para informan. Bulan keempat diarahkan
pada tahap transkripsi, ekstraksi data, dan pengkodean awal. Pada bulan kelima, dilakukan analisis
tematik mendalam, pengelompokan tema, serta verifikasi temuan melalui triangulasi sumber. Bulan
terakhir digunakan untuk penyusunan laporan hasil penelitian dan validasi akhir terhadap konsistensi

data dan interpretasi. Gambar 1 menampilkan alur tahapan penelitian ini.
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Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian
Sumber: Pengembangan Penulis, 2025
F. Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, termasuk penghormatan
terhadap privasi dan kerahasiaan informan. Semua partisipan diminta memberikan informed consent
secara tertulis sebelum wawancara dilakukan. Data hasil wawancara dianonimkan untuk menjaga
kerahasiaan identitas informan. Data yang dikumpulkan disimpan secara aman dalam media
penyimpanan yang dilindungi oleh sandi dan hanya dapat diakses oleh peneliti. Sepanjang proses
penelitian, peneliti memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara objektif tanpa intervensi

kepentingan pribadi atau institusional.
G. Keterbatasan Metode

Sebagai metode kualitatif, hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik
terhadap populasi perkara perdata di Indonesia. Temuan bersifat kontekstual dan bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendalam terhadap praktik penggunaan bukti digital dalam lingkup kasus-
kasus konkret. Keterbatasan lainnya terletak pada kemungkinan adanya bias persepsi dari informan
atau keterbatasan akses terhadap beberapa putusan yang tidak dipublikasikan secara terbuka. Untuk
meminimalisasi bias ini, dilakukan triangulasi sumber dan cross-check antara data dokumen dan hasil

wawancara.

Dengan rancangan metode yang terstruktur dan berfokus pada validitas, kredibilitas, dan transparansi

analisis, penelitian ini diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian secara komprehensif serta
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memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik hukum pembuktian berbasis bukti digital

dalam perkara perdata di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Analisis terhadap 15 putusan pengadilan perdata yang menggunakan bukti digital menunjukkan bahwa
tren penerimaan bukti elektronik dalam persidangan mengalami peningkatan signifikan dalam kurun
waktu 2018-2024. Sebagian besar hakim mulai mengakui bukti digital sebagai alat bukti yang sah,
asalkan memenuhi syarat keaslian, relevansi, dan keterkaitan dengan pokok perkara. Berdasarkan
analisis, ditemukan bahwa dalam 12 dari 15 kasus, bukti digital menjadi faktor penentu dalam
pertimbangan hukum hakim. Sisanya, bukti digital diterima namun tidak sepenuhnya menentukan
hasil perkara. Tabel 1 memperlihatkan distribusi penerimaan bukti digital dalam perkara perdata yang

dianalisis

Tabel 1. Distribusi Penerimaan Bukti Digital dalam Perkara Perdata yang Dianalisis

Jenis Perkara Jumlah Kasus Bukti Digital Diterima Bukti Digital Ditolak
Sengketa kontrak 7 6 4
Sengketa kepemilikan 4 4 0
Gugatan Wanprestasi 4 2 2

Sumber: Hasil Analisis Putusan Pengadilan Perdata (2024)

Faktor teknis yang paling sering menjadi kendala dalam penggunaan bukti digital adalah
ketidakmampuan pihak penggugat untuk membuktikan keaslian data elektronik yang diajukan.
Banyak perkara yang menolak bukti digital karena kegagalan dalam prosedur autentikasi, seperti tidak
adanya tanda tangan digital atau ketidakjelasan metadata file. Dalam beberapa kasus, hakim
mempertimbangkan kredibilitas bukti berdasarkan kehadiran ahli forensik digital yang memberikan
pendapat profesional. Gambar 2 menggambarkan persentase penerimaan bukti digital berdasarkan

tahun.
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Gambar 2. Persentase Penerimaan Bukti Digital Berdasarkan Tahun
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Sumber: Hasil Olahan Data Studi Dokumen (2025)

Dari data tersebut, terlihat bahwa sejak tahun 2021, tingkat penerimaan bukti digital melonjak, seiring
dengan peningkatan pemahaman hakim terhadap teknologi informasi serta penguatan regulasi yang

mengatur pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata.

Selain itu, hasil wawancara dengan para praktisi hukum menunjukkan bahwa kehadiran regulasi
seperti (Undang-Undang Nomor 11, 2008) dan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019) tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan landasan hukum
yang lebih kokoh bagi penerimaan bukti digital. Praktisi menekankan pentingnya pemahaman
prosedural dalam pengajuan bukti digital, termasuk ketepatan dalam pengajuan alat bukti, metode
verifikasi, dan prosedur pembuktian di muka persidangan. Tabel 2 merangkum pendapat praktisi

hukum terkait faktor utama keberhasilan penggunaan bukti digital

Tabel 2. Pendapat Praktisi Hukum Terkait Faktor Utama Keberhasilan Penggunaan Bukti Digital

Faktor Keberhasilan Persentase Responden yang Menyebutkan (%)
Autentifikasi bukti 85
Keterkaitan Bukti dengan Pokok Perkara 78
Kejelasan metadata 64
Dukungan Pendapat Ahli Forensik Digital 59

Sumber: Hasil Wawancara dengan Praktisi Hukum (2025)

Gambar 3 memperlihatkan skema prosedur ideal penggunaan bukti digital dalam perkara perdata

menurut analisis penelitian ini.
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Gambar 3. Skema Prosedur Ideal Penggunaan Bukti Digital dalam Perkara Perdata
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Sumber: Pengembangan Penulis berdasarkan Data Lapangan (2025)

Skema tersebut memperlihatkan bahwa proses yang ideal harus dimulai dari pengumpulan bukti
dengan prosedur forensik, autentikasi bukti, pengajuan bukti dengan dukungan ahli, hingga penyajian

bukti secara jelas dan dapat diverifikasi di persidangan.
Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bukti digital dalam perkara perdata di Indonesia
telah meningkat, tetapi belum mencapai konsistensi yang diharapkan. Secara empiris, sebagian besar
hakim mulai mengakui legitimasi bukti elektronik, terutama setelah diberlakukannya (Undang-Undang
Nomor 11, 2008) dan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Namun, dalam praktiknya masih
terdapat variasi signifikan dalam cara hakim menilai keabsahan bukti digital. Kondisi ini menandakan
adanya jarak antara pengakuan normatif dan penerapan faktual yang berdampak langsung terhadap

efektivitas sistem pembuktian.

Dalam perspektif normatif, pembuktian yang sah dalam perkara perdata harus memenuhi tiga prinsip
utama, yakni autentisitas, relevansi, dan legalitas. Prinsip autentisitas berkaitan dengan jaminan bahwa
bukti yang diajukan benar-benar berasal dari sumber yang sah tanpa rekayasa atau manipulasi. Prinsip
relevansi menekankan keterkaitan langsung antara bukti dengan pokok perkara, sedangkan prinsip
legalitas memastikan bahwa bukti tersebut diperoleh dan digunakan sesuai hukum yang berlaku.
Ketika bukti digital diajukan di persidangan, ketiga prinsip ini menjadi lebih kompleks karena sifat
elektronik data memungkinkan perubahan tanpa jejak kasatmata. Oleh karena itu, pengujian
autentisitas memerlukan verifikasi teknis seperti metadata, hash value, atau tanda tangan digital

tersertifikasi.

Kendala muncul ketika mekanisme autentikasi tersebut tidak memiliki dasar regulatif yang jelas.
Misalnya, belum adanya standar nasional yang mengatur tata cara verifikasi forensik digital
menyebabkan penilaian hakim sering bergantung pada interpretasi pribadi atau keterangan ahli.
Akibatnya, prinsip due process of law — yang menuntut prosedur pembuktian berjalan secara adil,
transparan, dan dapat diprediksi — belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks ini, kelemahan teknis
dan kelemahan normatif saling berkelindan: ketiadaan pedoman teknis nasional membuat proses
autentikasi tidak seragam, sementara ketidakjelasan regulatif memperkuat ketergantungan pada
penilaian subjektif hakim. Hubungan sebab-akibat ini menjadi salah satu faktor utama mengapa

efektivitas penggunaan bukti digital di Indonesia masih terbatas.

Keterbatasan tersebut juga berimplikasi pada prinsip access to justice, karena pihak yang memiliki
kemampuan teknologi lebih tinggi cenderung lebih mudah membuktikan dalilnya di persidangan.
Pihak dengan sumber daya terbatas sering gagal mengajukan bukti digital secara sah karena
ketidaktahuan terhadap prosedur teknis atau kurangnya akses ke ahli forensik digital. Dengan

demikian, ketimpangan teknologi secara tidak langsung melahirkan ketimpangan keadilan. Fenomena
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ini memperlihatkan bahwa reformasi pembuktian digital tidak hanya berkaitan dengan hukum acara,
tetapi juga dengan dimensi keadilan substantif dalam memastikan setiap pihak memiliki kesempatan

yang sama untuk didengar di muka pengadilan.

Secara normatif, due process of law mengharuskan sistem peradilan menjamin prosedur yang adil
dalam setiap tahap pembuktian. Dalam konteks bukti digital, hal ini berarti negara harus menyediakan
infrastruktur, kompetensi, dan regulasi yang memungkinkan hakim dan para pihak memahami serta
memverifikasi bukti elektronik secara setara. Tanpa kerangka normatif dan teknis yang memadai,
proses peradilan berisiko kehilangan legitimasi karena keputusan dapat diambil tanpa dasar

pembuktian yang objektif.

Dalam perbandingan internasional, praktik penerimaan electronic evidence di Uni Eropa dan India
dapat menjadi rujukan penting. Di Uni Eropa, (European Union, 2019) dan (European Union, 2023)
mengatur tata cara pengumpulan, autentikasi, serta transmisi bukti digital lintas yurisdiksi. Sistem ini
menerapkan prinsip mutual trust antarotoritas hukum, dengan standar teknis yang ditetapkan oleh
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) untuk menjamin integritas data. Penerapan tanda
tangan elektronik bersertifikat (qualified e-signature) di bawah eIDAS Regulation juga memastikan
keaslian dokumen digital yang diajukan di pengadilan. Hasilnya, proses autentikasi menjadi lebih

obyektif dan mengurangi ketergantungan pada interpretasi hakim.

Sementara di India, (Government of India, 1872) memberikan kerangka hukum yang jelas tentang
penerimaan bukti elektronik. Pasal tersebut mensyaratkan sertifikat autentikasi yang dikeluarkan oleh
operator sistem atau ahli forensik sebagai prasyarat agar bukti elektronik dapat diterima di pengadilan.
Mahkamah Agung India dalam (Tran, 2022) bahkan menegaskan bahwa setiap bukti digital yang
diajukan tanpa sertifikat autentikasi dianggap tidak sah. Pendekatan ini menunjukkan komitmen
terhadap prinsip autentisitas dan legalitas yang tegas, sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak

yang berperkara.

Dibandingkan dengan dua yurisdiksi tersebut, Indonesia belum memiliki mekanisme baku yang secara
simultan mengatur prosedur teknis dan normatif pembuktian digital. (Undang-Undang Nomor 11,
2008) hanya menetapkan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, tanpa
memberikan panduan tentang autentikasi forensik, standar metadata, atau sertifikasi tanda tangan
digital. Akibatnya, ketika muncul sengketa terkait keaslian data, hakim sering kali bergantung pada
keterangan ahli atau menilai bukti berdasarkan pertimbangan subjektif. Dengan demikian, kendala
teknis dalam autentikasi dan kurangnya regulasi yang mengaturnya membentuk lingkaran kausal yang

saling memperlemah efektivitas sistem pembuktian perdata.

Hubungan sebab-akibat ini dapat dijelaskan melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi teknis, di mana
keterbatasan laboratorium forensik digital dan kurangnya pedoman autentikasi menghambat
pembuktian. Kedua, dimensi regulatif, yakni absennya standar hukum yang mewajibkan prosedur

verifikasi formal atas bukti elektronik. Ketiga, dimensi kelembagaan, karena belum ada integrasi
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antarinstansi peradilan, lembaga sertifikasi, dan penyidik digital dalam menangani bukti elektronik.
Ketiga dimensi ini saling mempengaruhi: ketika regulasi lemah, kapasitas teknis tidak terarah; dan

ketika kapasitas teknis terbatas, regulasi sulit diimplementasikan secara konsisten.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya model integrasi yang memadukan aspek normatif
dan teknis dalam satu kerangka hukum acara perdata yang adaptif. Model ini harus mengatur tahapan
autentikasi, verifikasi, serta evaluasi bukti digital secara objektif dengan mengacu pada prinsip due
process dan access to justice. Dengan demikian, setiap pihak memiliki kesempatan yang setara dalam
proses pembuktian, dan keputusan hakim dapat berdiri di atas landasan yang sah secara hukum

maupun teknologi

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di
Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif seiring dengan perkembangan regulasi dan
teknologi informasi. Bukti digital kini memiliki legitimasi hukum yang kuat, terutama setelah
diberlakukannya berbagai perangkat hukum seperti (Undang-Undang Nomor 11, 2008) dan
(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). Namun demikian, efektivitas penerapannya di
lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait autentikasi bukti, kompetensi
teknis aparat penegak hukum, serta keterbatasan fasilitas forensik digital. Hasil analisis terhadap
putusan pengadilan memperlihatkan bahwa meskipun ada keterbukaan terhadap bukti digital, standar
pembuktian yang tidak seragam serta interpretasi yang berbeda-beda di antara hakim masih menjadi

hambatan utama dalam mewujudkan proses pembuktian yang efektif dan konsisten.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat maupun
menghambat penerimaan bukti digital dalam perkara perdata, serta memberikan dasar bagi
pengembangan prosedur yang lebih terstandarisasi dan sistematis di masa mendatang. Penelitian ini
juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman hukum terkait teknologi
digital bagi seluruh pemangku kepentingan peradilan. Dengan memperbaiki aspek regulasi,
memperkuat infrastruktur teknis, dan meningkatkan literasi digital di lingkungan peradilan, diharapkan
penggunaan bukti digital dalam perkara perdata dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu
memberikan kontribusi terhadap terciptanya sistem peradilan yang lebih modern dan responsif
terhadap dinamika teknologi. Penelitian ini memperluas teori pembuktian hukum perdata dengan
memperkenalkan dimensi digital sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, temuan empiris memberikan

dasar kebijakan bagi pembentukan pedoman nasional penerimaan bukti elektronik.
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